KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STRATEGI KEBIUAKAN DALAM NEGERI

Jalan Kramat Raya Nomor 132, Jakarta Pusat, Telepon (021) 3927857, 3923445
Website: https://bskdn.kemendagri.go.id/, email: bskdn@kemendagri.go.id

FORMULIR BERITA
Registrasi No: ............

PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT
DARI KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
UNTUK 1. GUB u.p. SEKDA SELURUH INDONESIA TTK KMA

2. BUP GARING WALKOT u.p. SEKDA SELURUH
INDONESIATTK
TEMBUSAN MENTERI DALAM NEGERI TTK
KLASIFIKASI - SEGERA
NOMOR 400.10.11/3300/BSKDN

MENINDAKLANJUTI SURAT MENDAGRI NO 000.10/3146/SJ TGL 18 JUNI 2025 TTG
PENGUKURAN DAN PENILAIAN INOVASI DAERAH SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD KURBUK /GA KURTUP 2025 DAN RADIOGRAM
PERPANJANGAN BATAS WAKTU PELAPORAN INOVASI DAERAH NO 400.10.11/2980/BSKDN
TGL 26 JULI 2025 DGN HORMAT DISAMPAIKAN SBB TTK DUA

AAATTK

BBB TTK

CCCTTK

DDD TTK

DLM RANGKA OPTIMALISASI PROSES PENJARINGAN DAN PELAPORAN

INDEKS INOVASI DAERAH KMA MAKA BATAS WAKTU PENGINPUTAN DAN

PELAPORAN [ID DIPERPANJANG DARI SBLMNYA TGL 16 AGUSTUS 2025

MENJADI 23 AGUSTUS 2025 PKL 23.59 WIB TTK KMA

PEMDA SBGMN DALAM LIST TERLAMPIR BERPOTENSI DISCLAIMER KURBUK

PREDIKAT TIDAK DAPAT DINILAI KURTUP APABILA TIDAK MENGISI INDIKATOR

PADA ASPEK SATUAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN MENGIRIM INOVASI

DAERAH PADA ASPEK SATUAN INOVASI DAERAH TTK KMA

PEMDA LAIN YG TIDAK MASUK DALAM LIST TERLAMPIR SILAHKAN TETAP

BERPROSES MELENGKAPI PENGISIAN DATA DUKUNG GARING DOKUMEN

BAIK PADA SATUAN PEMERINTAHAN DAERAH ATAUPUN PENGIRIMAN SATUAN

INOVASI DAERAH UTK MENGOPTIMALKAN CAPAIAN INDEKS INOVASI

DAERAHNYA TTK KMA

KETENTUAN PELAPORAN INOVAS| DAERAH SBB TTK KMA

SATU TTK PEMDA PERLU MELENGKAPI DAN MENGISI INDIKATOR PADA
ASPEK SATUAN PEMERINTAHAN DAERAH KURBUK SPD
KURTUP PADA SUB MENU PROFIL PEMDA DGN
MEMPERHATIKAN PRASYARAT INDIKATOR YG TERTERA PD
PEDOMAN UMUM KMA THD PENGISIAN DATA CAPAIAN ANGKA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




EEE TTK

FFF TTK

STATISTIK PD ASPEK SATUAN PEMDA DGN MENGGANTI
DESIMAL KOMA MJD DESIMAL TITIK DAN TIDAK
MEMBUBUHKAN TITIK PD PENULISAN ANGKA RIBUAN TTK
KMA
DUA TTK THD SATUAN INOVASI DAERAH PERLU DILAKUKAN
PENGIRIMAN KE KEMENDAGRI UTK MENDAPATKAN NOMOR
REGISTRASI INOVASI DAERAH DENGAN KLIK IKON ORIGAMI
PESAWAT KERTAS KURBUK KIRIM KE KEMENDAGRI KURTUP
KMA DGN SYARAT MINIMAL 5 INDIKATOR MANDATORI
TERPENUHI TTK KMA
TIGA TTK TERHADAP INOVASI YG BERADA PD MENU LOMBA INOVASI
DAERAH UTK DAPAT DIPINDAHKAN KE MENU DATABASE DGN
CARA KLIK KIRIM KMA UTK SELANJUTNYA DITERUSKAN
PENGIRIMAN KE KEMENDAGRI TTK KMA
EMPAT TTK DALAM RANGKA PELAPORAN PEMDA HARAP TETAP
MEMPERHATIKAN KETENTUAN PADA PEDOMAN UMUM IID
2025 YG DPT DIAKSES MELALUI LAMAN:
https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/v2/pedoman-nilai-
index TTK KMA
DIHARAPKAN UTK PEMPROV MEMONITORING PELAKSANAAN PELAPORAN
INOVASI DAERAH WILAYAH KAB GARING KOTA MASINGS TTK KMA
INFORMASI DAN KETERANGAN LBH LANJUT DPT HUB BADAN STRATEGI
KEBIJAKAN DALAM NEGERI KEMENDAGRI TELPON 021-3923445 KMA
NARAHUBUNG SDRI RISTIYAN WIDIASWATI HP/WA 081392175455 KMA SDRI
INDRIANI HP/WA 082320295975 KMA SDRI DIAH AYU HP/WA 081243450391 KMA
SDRI NAOMI RATNA HP/WA 081314619990 KMA SDR ALDO HARJUNANTO
HP/WA HP 082138702516 KMA SDR BIMA SAKTI HP/WA 082226040715 KMA SDR
ARZAD SECTIO HP/WA 081283909480 KMA SDRI NURIL FIKRI HP/WA
08156718904 TTK KMA

GGG TTK DUMTTK HBS

Tanggal waktu pembuatan 13 Agustus 2025

Pengirim

Nama

Tanda Tangan

No. Waktu Lalu Paraf
Kode | Terima | Kirim | Lintas | Operator

Kepala Badan
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,
Yusharto Huntoyungo
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Lampiran Radiogram

Nomor

Tanggal

400.10.11/3300/BSKDN

13 Agustus 2025

REKAPITULASI PERKEMBANGAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA BERPREDIKAT DISCLAIMER (TIDAK DAPAT DINILAI) TERKAIT PELAPORAN SATUAN
PEMERINTAHAN DAERAH (SPD) DAN SATUAN INOVASI DAERAH (SID) PERTANGGAL
11 AGUSTUS 2025 PUKUL 09.45 WIB TAHUN 2025

Keterisian Inovasi Daerah pada Menu

Database
Keterisian Satuan Inovasi Inovasi Telah
- s . Pemerintahan sudah ; Dikirimkan ke .
No Wilayah Provinsi Pemerintah Daerah Daerah (SPD Terinput pada Inovasi sudah Kemendagri Predikat Sementara
_Daerah (SPD) M terpenuhi 5 Indikator (minimal 1
(minimal 1 indikator) Dat:l;‘:se Mandatori (minimal 1 inovasi daerah)

I R inovasi daerah)

novasi

Daerah
1. Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah 0.00 45 6 0 Tidak Dapat Dinilai
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Alor 0.00 2 0 0 Tidak Dapat Dinilai
3. Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Selatan 0.00 3 0 0 Tidak Dapat Dinilai
4. Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamasa 0.00 2 0 0 Tidak Dapat Dinilai
5. Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Tenggara 0.00 1 0 0 Tidak Dapat Dinilai
6. Provinsi Papua Barat Kabupaten Fakfak 0.00 5 0 0 Tidak Dapat Dinilai
7. Provinsi Papua Barat Kabupaten Manokwari 0.00 2 0 0 Tidak Dapat Dinilai
8. Provinsi Papua Barat Kabupaten Manokwari Selatan 0.00 4 0 0 Tidak Dapat Dinilai
9. Provinsi Papua Barat Kabupaten Pegunungan Arfak 0.00 0 0 0 Tidak Dapat Dinilai
10. Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Yapen 0.00 28 0 0 Tidak Dapat Dinilai
11. Provinsi Papua Kabupaten Waropen 0.00 0 0 0 Tidak Dapat Dinilai
12. Provinsi Papua Kabupaten Biak Numfor 0.00 2 0 0 Tidak Dapat Dinilai
13. Provinsi Papua Kabupaten Supiori 0.00 0 0 0 Tidak Dapat Dinilai
14. Provinsi Papua Kabupaten Mamberamo Raya 0.00 0 0 0 Tidak Dapat Dinilai
15. Provinsi Papua Selatan Kabupaten Boven Digoel 0.00 3 0 0 Tidak Dapat Dinilai
16. Provinsi Papua Selatan Kabupaten Asmat 0.00 1 0 0 Tidak Dapat Dinilai
17. Provinsi Papua Tengah Kabupaten Puncak 0.00 0 0 0 Tidak Dapat Dinilai
18. Provinsi Papua Tengah Kabupaten Dogiyai 0.00 0 0 0 Tidak Dapat Dinilai
19. Provinsi Papua Tengah Kabupaten Puncak Jaya 0.00 1 0 0 Tidak Dapat Dinilai
20. Provinsi Papua Tengah Kabupaten Deiyai 0.00 0 0 0 Tidak Dapat Dinilai
21. Provinsi Papua Tengah Kabupaten Nabire 0.00 9 0 0 Tidak Dapat Dinilai
22. Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Yahukimo 0.00 0 0 0 Tidak Dapat Dinilai
23. Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Mamberamo Tengah 0.00 0 0 0 Tidak Dapat Dinilai
24. Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Jayawijaya 0.00 0 0 0 Tidak Dapat Dinilai
25. Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Pegunungan Bintang 0.00 0 0 0 Tidak Dapat Dinilai
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Keterisian Inovasi Daerah pada Menu

Database
Keterisian Satuan Inovasi Inovasi Telah
. . . Pemerintahan sudah ; Dikirimkan ke .
No Wilayah Provinsi Pemerintah Daerah Terinput pada Inovasi sudah Kemendagri Predikat Sementara
_Daerah (SPD) IV’I) P terpenuhi 5 Indikator (minimal 1
(minimal 1 indikator) Datael?:se Mandatori (minimal 1 inovasi daerah)

I R inovasi daerah)

novasi

Daerah
26. Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Lanny Jaya 0.00 0 0 0 Tidak Dapat Dinilai
27. Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Tolikara 0.00 0 0 0 Tidak Dapat Dinilai
28. Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Nduga 0.00 0 0 0 Tidak Dapat Dinilai
29. Provinsi Papua Barat Daya Kabupaten Sorong Selatan 0.00 3 0 0 Tidak Dapat Dinilai
30. Provinsi Papua Barat Daya Kabupaten Tambrauw 0.00 0 0 0 Tidak Dapat Dinilai
31. Provinsi Papua Barat Daya Kota Sorong 0.00 5 0 0 Tidak Dapat Dinilai
32. Provinsi Papua Barat Daya Kabupaten Maybrat 0.00 8 0 0 Tidak Dapat Dinilai
33. Provinsi Papua Barat Daya Kabupaten Raja Ampat 0.00 6 0 0 Tidak Dapat Dinilai
34. Provinsi Papua Barat Daya Provinsi Papua Barat Daya 0.00 7 0 0 Tidak Dapat Dinilai
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